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ABSTRAK 
Pada tanggal 2 Februari 2016 Dusun Jasem Desa Srimulyo Kecamatan 
Piyungan Kabupaten Bantul dicanangkan sebagai kampung KB oleh Guberbur DIY 
yang mewakili Kabupaten Bantul. Program Kampung KB tersebut merupakan salah 
satu inovasi program pemerintah dalam memperkuat program Kependudukan 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tujuan dari program 
kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dapat 
mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Ada empat kegiatan yang dilaksanakan 
dalam Kampung KB. Pertama, tentang kependudukan, kedua, keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi, ketiga, ketahanan keluarga (pembangunan keluarga), keempat, 
kegiatan lintas sektor di bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keperluan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan wilayah kampung KB. Dusun Jasem ditunjuk sebagai kampung 
KB bukan karena keberhasilan yang luar biasa, tetapi Dusun Jasem ditunjuk dengan 
berbagai kriteria program yang berada di bawah nilai rata-rata, yaitu: jumlah keluarga 
miskin relatif banyak, kawasan rawan longsor, terpencil, kawasan wisata, serta 
kawasan industry. Oleh karena itu perlu diadakan pembangunan penduduk melalui 
program KKBPK. Dalam menjalankan program tersebut  kampung KB sudah 
mendapatkan prestasi salah satunya adalah menjadi kampung KB percontohan tingkat 
nasional pada tanggal 1 Juli 2018 (Center Of Exellent). Dengan begitu penyusun 
tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas pelaksanaan program KKBPK di Dusun 
Jasem Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan peran program 
KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan) dengan 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang 
penyusun gunakan adalah wawancara dengan subjek penelitian dan masyarakat di 
lokasi penelitian. Selanjutnya menganalisis program KKBPK tersebut dengan teori 
sistem hukum dan Hukum Islam. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menjelaskan atau memberikan gambaran tentang efektivitas program KKBPK di 
Dusun Jasem serta peran program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam. 
Hasil dari penelitian ini adalah program KKBPK di Dusun Jasem secara 
umum sangat efektif dan sudah terlaksana serta sesuai dengan undang-undang nomor 
52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, 
kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Serta meningkatkan 
kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan 
yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain 
itu, program KKBPK sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan adanya 
kegiatan program KKBPK tersebut dapat meminimalisir pernikahan usia dini, hamil 
di luar nikah serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah. 
Kata Kunci: Kampung KB, Program KKBPK, Tujuan Perkawinan Islam. 
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MOTTO 
 
 
إارسي رسعلا عم ن 
“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan 
 Itu Ada Kemudahan.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب bâ’ B Be 
ت tâ’ T Te 
ث śâ’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح hậ’ H ̣ hạ (dengan titik di bawah)  
خ khâ’ Kh ka dan ha 
د Dâl D De 
ذ Żâl Ż żet (dengan titik di atas) 
ر râ’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sậd S ̣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dậd D ̣ de (dengan titik di bawah) 
ط ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ zậ’ Z ̣ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik (di atas) 
غ Gain G ge dan ha 
ف fâ’ F Ef 
ق Qâf Q Qi 
ك Kâf K Ka 
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ل Lâm L El 
م Mîm M Em 
ن Nûn N En 
و Wâwû W We 
ﻫ hâ’ H Ha 
ﺀ Hamzah ’ Apostrof 
ي yâ’ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  
ّزﻨل  Ditulis Nazzala 
ّنﻬﺒ Ditulis Bihinna 
 
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﻤﻜﺣ Ditulis Hikmah 
ﺔﻠﻋ Ditulis ‘illah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 
lain). 
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis 
dengan h. 
ﺎﻴﻠوﻷاﺔﻤاﺮﻜء  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t 
atau h.  
ﺮﻄﻔﻠاﺓﺎﻜز Ditulis Zakâh al-fiţri 
 
D. Vokal Pendek 
ﹷ 
ﻞﻌﻓ 
Fathah 
 
Ditulis 
Ditulis 
A 
fa’ala 
ﹻ 
ﺮﻜﺬ 
Kasrah 
 
Ditulis 
Ditulis 
I 
Żukira 
ﹹ 
ﺐﻫﺬﻴ 
Dammah Ditulis 
Ditulis 
U 
Yażhabu 
 
E. Vokal Panjang 
1 
Fathah + alif  
ﻼﻔ 
Ditulis 
Ditulis 
Â 
Falâ 
2 
Fathah + ya’ mati 
ﻰﺳﻧﺘ 
Ditulis 
Ditulis 
Â 
Tansâ 
3 
 
Kasrah + ya’ mati 
لﻴﺼﻔﺘ 
Ditulis 
Ditulis 
Î 
Tafshîl 
4 
Dlammah + wawu mati 
ﻞﻮﺼﺃ 
Ditulis 
Ditulis 
Û 
Usụ̂l 
 
F. Vokal Rangkap 
1 
Fathah +  ya’ mati 
ﻲﻠﻴﻫﺰﻠا 
Ditulis 
Ditulis 
Ai 
az-zuhailî 
2 
Fatha + wawu mati 
ﺔﻠﻮﺪﻠا 
Ditulis 
Ditulis 
Au 
ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
مﺘﻧﺃﺃ Ditulis A’antum 
ﺖﺪﻋﺃ Ditulis U’iddat 
مﺘﺮﻜﺸنﺌﻟ Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   
نﺃﺮﻘﻟا Ditulis Al-Qur’ân 
ﺲاﻴﻘﻟا Ditulis Al-Qiyâs 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 
ﺀاﻤﺴﻟا Ditulis As-Samâ’ 
ﺶﻤﺷﻟا Ditulis Asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisnya 
ﻠايوﺬﺾﻮﺮﻔ  Ditulis Żawî al-furûd ̣
ﺔﻨﺴﻠاﻞﻫﺃ Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik bisa diwujudkan oleh 
penduduk yang berkualitas, walaupun penduduk tersebut dalam jumlah yang 
besar. Dengan laju pertumbuhan yang cepat, serta kualitas rendah tentu 
mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah 
peningkatan jumlah penduduk. Permasalahan peningkatan jumlah penduduk 
merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak Negara 
berkembang, termasuk Indonesia.1 
Jumlah penduduk Indonesia saat ini melaju dengan cepat, sehingga 
dapat mengakibatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin 
tinggi. Pada dasarnya hasil dari program KB berguna untuk pembangunan 
dan perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Upaya untuk terus 
memaksimalkan pelaksanaan program KB tentu menjadi pilihan mutlak 
bagi pemerintah saat ini. Pelaksanaan program KB Nasional dimandatkan 
kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional sebagai sebuah 
lembaga non kementerian. BKKBN merupakan lembaga resmi pelaksana 
teknis program yang pelaksana kegiatannya terstruktur dan terkoordinasi 
mulai dari tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota, hingga Petugas 
                                                          
1 Faried Ma’ruf, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1983), 
hlm. 6. 
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Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di Kecamatan dan 
kelurahan/Desa. 
Upaya pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran dan laju 
pertumbuhan penduduk, dapat dilakukan melalui program keluarga 
berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga 
yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 
2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, 
lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program 
keluarga berencana dan penyerasian kebijakan kependudukan.2 
Jumlah penduduk yang besar, kurang serasi, selaras, dan seimbang 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi 
segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan jumlah 
penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan 
faktor dominan bagi pembangunan nasional. Penduduk adalah sasaran dan 
pelaku utama pembangunan. Penduduk maju adalah keadaan penduduk 
dengan kondisi perubahan yang lebih baik dari sekarang sesuai dengan 
nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu hakekat pembangunan 
nasional adalah untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat.3  
                                                          
2 Faried Ma’ruf, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1983), 
hlm. 9. 
 
3 BKKBN, Petunjuk Teknis Kampung KB , 2016, hlm. 6. 
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Pembangunan keluarga merupakan upaya yang menyuluruh dan 
terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga, untuk 
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara 
optimal. Sedangkan kualitas keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang 
mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan 
kemandirian keluarga. Program KB merupakan salah satu upaya untuk 
menekan laju pertumbuhan penduduk. Serta pembangunan penduduk yang 
didukung oleh program KB untuk menetapkan angka kelahiran. 
Keluarga Berencana merupakan salah satu persoalan yang sudah 
lama menjadi pembicaraan dalam Islam, khususnya berkaitan dengan fiqh  
dan hak-hak perempuan. Karena salah satu tujuan perkawinan dalam Islam 
adalah untuk mencapai kebahagian, mengembangkan keturunan dan 
tercapainya sakinah dalam keluarga.4 Keluarga Berencana merupakan 
program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara 
kebutuhan dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, Islam menganjurkan 
memilih wanita yang subur dan bisa memberikan cinta kasih. Namun, untuk 
mengembangkan keturunan, Islam tidak serta merta menghendaki keturunan 
yang banyak saja tapi juga kuat dalam jasmani maupun rohani, sandang 
pangan, pendidikan, kesehatan dan mental. 
Islam memberikan pedoman kepada manusia Dalam membina 
keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan seperti 
                                                          
4 Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis, Cet. Ke-VII 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.  
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yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf (46) ayat 15 yang 
berbunyi.5 
عضوو اهرك هما هتلمح اناسحا هيدلاوب انسنلااانيصووهلمحو اهرك هت نوثلث هلصفو ارهش  
Ayat ini menerangkan bahwa dalam mengembangkan keturunan 
harus  berdasarkan hasil rencana, baik jarak antara satu kelahiran dengan 
kelahiran berikutnya, maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan 
kemampuan keluarga. Upaya untuk mencapai keluarga sejahtera, harus 
dilakukan dengan melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 
pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan 
keluarga kecil bahagia dan sejahtera.  
Berkaitan dengan mengembangkan keturunan dalam Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (8) yang bunyinya “Keluarga 
berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan 
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
berkualitas.6 Dalam arti lain keluarga berencana adalah salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya keluarga yang ideal serta 
demi kemaslahatan Negara ini yang tinggi akan angka kelahirannya. 
                                                          
5 Al-Ahqaf (46): 15. 
6 Pasal 1 ayat (8). 
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Pengendalian dan kuantitas penduduk dapat dilaksanakan melalui 
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga 
(KKBPK). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia sekaligus 
menjamin terkendalinya pertambahan penduduk Indonesia.7 Program 
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 
di tingkat Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah bahkan menjadi 
urusan wajib sesuai dengan amanat  PP No. 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Oleh sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan 
program KKBPK, agar lebih berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak.   
Keberhasilan program KKBPK ini dapat dilihat dari berbagai 
aspek: pertama, dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, yaitu 
mengatur jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan 
penduduk serta persebaran penduduk. Kedua, dari aspek peningkatan 
kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan 
dan kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator  yang merupakan 
pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem 
                                                          
7 A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam, 
cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 10.  
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Informasi Keluarga. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa 8 fungsi keluarga 
meliputi: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta 
kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi 
dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.8 
Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total 
program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya 
percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah 
pinggiran, maka dari itu terbentuklah “Program Kampung KB” tepatnya di 
Dusun Jasem Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. 
Penyusun melakukan penelusuran kampung KB di beberapa 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian penyusun menemukan 
adanya prestasi yang telah diraih oleh Kampung KB Jasem Desa Srimulyo 
Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, salah satunya adalah menjadi 
Kampung KB percontohan tingkat nasional pada tanggal 1 Juli 2018 
(Center Of Exellent). Sebelumnya kondisi Dusun Jasem tersebut sangat 
memperihatinkan seperti, masyarakat Dusun Jasem yang semulanya tingkat 
pengetahuan tentang KB masih rendah, cakupan pasangan usia subur (PUS) 
yang ingin ber KB tidak terpenuhi masih tinggi, wilayah rawan longsor dan 
terpencil, serta terjadi hamil di luar nikah. 
Oleh karenanya penelitian ini dilakukan di kampung KB Dusun 
Jasem Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Adanya 
                                                          
8 http://yogya.bkkbn.go.id/Style Library/bkkbn web/images/banner.jpg. Di akses 05 Januari 
2018. 
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prestasi yang sudah diraih oleh Kampung KB Jasem membuat penyusun 
tertarik untuk meneliti tentang bagaimana efektifitas program KKBPK di 
Dusun Jasem dan peran program KKBPK dalam mencapai tujuan 
perkawinan Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun membatasi 
kajian penelitian ini dengan memfokuskan pada program KKBPK dalam 
mencapai tujuan perkawinan. Rumusan yang diajukan oleh penyusun 
adalah: 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program KKBPK di Dusun Jasem 
Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. 
2. Bagaimana peran program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan 
Islam. 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui pelaksanaan program KKBPK pada masyarakat 
Dusun Jasem Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. 
b. Untuk melihat peran program KKBPK dalam mencapai 
perkawinan Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Memperdalam pengetahuan khususnya tentang keluarga berencana.  
b. Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan 
pemikiran khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan. 
D. Telaah Pustaka 
Penelitian yang membahas tentang keluarga berencana mungkin 
secara umum sudah sering kita jumpai baik itu di dalam buku-buku maupun 
di dalam karya-karya ilmiah lainnya. Namun secara khusus penelitian yang 
mengkaji peran program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam, 
sejauh pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan maka penyusun 
hanya menemukan beberapa literatur, diantaranya: 
Pertama, skripsi Sri Mustanginah, dengan judul “Peran Keluarga 
Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi terhadap 
Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal 
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2006)”. Skripsi 
tersebut menjelaskan tentang keadaan masyarakat Desa Prasutan yang 
sebagian besar mengikuti KB, namun tingkat kesejahteraan di Desa tersebut 
masih dalam sejahtera ke bawah.9 Perbedaan dengan hasil penelitian yang 
penyusun lakukan adalah fokus pada program KKBPK yang bertujuan 
untuk mencapai tujuan perkawinan Islam. 
                                                          
9 Sri Mustanginah, “Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 
(Studi terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten 
Kebumen Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2006)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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Kedua, skripsi Ahmad Abdul Haq Al-Hakimi, dengan judul 
“Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang 
Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No 9 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen”. Skripsi tersebut membahas tentang 
pelaksanaan dan perkembangan KB di Kecamatan  Kunjang, yang ditinjau 
dari hukum Islam dan Keppres No 9 tahun 2004 tentang Keluarga 
Berencana.10 Perbedaan dengan hasil penelitian yang penyusun lakukan 
adalah fokus pada program KKBPK sehingga menjadikan Dusun Jasem 
sebagai percontohan Kampung KB. 
Ketiga, skripsi Yenny Wahyudi, dengan berjudul “Pandangan 
Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan 
Keluarga Sejahtera (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, 
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah)”.11 Skripsi 
tersebut membahas tentang pandangan masyarakat Sidoharjo terutama 
mengubah pola pikir masyarakat mengenai pemahaman keluarga berencana, 
terutama dalam Islam, supaya dalam pelaksanaan tersebut tidak melanggar 
                                                          
10 Ahmad Abdul Haq Al-Hakimi, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di 
Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No 9 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,” Skripsi 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 26. 
 
 11 Yenny Wahyudi, “Pandangan Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana 
dalam Mewujudkan  Keluarga Sejahtera (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, 
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah,” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2015. 
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aturan bahkan menyimpang dari syari’at Islam. Perbedaan dengan hasil 
penelitian yang penyusun lakukan adalah fokus pada pelaksanaan program 
keluarga berencana (KB) di Dusun Jasem Desa Srimulyo Kecamatan 
Piyungan Kabupaten Bantul. 
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hidir, dengan judul 
“Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan 
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam penelitian tersebut 
membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan 
Keluarga Berencana yaitu faktor komunikasi dan faktor sumber daya 
manusia.12 Perbedaan dengan hasil penelitian yang penyusun teliti tidak 
hanya dilihat dari dua faktor itu saja, tetapi dilihat juga dari keagamaan, 
pendidikan, perekonomian, dan faktor sosial. 
Berdasarkan uraian telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, 
dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai keluarga berencana memang 
sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas terkait peran 
program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam. Sehingga 
penyusun berpendapat bahwa penelitian ini layak untuk dikaji. 
E. Kerangka Teoretik 
Pengertian sistem hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan 
hukum, yang keduanya memiliki arti tersendiri. Sistem berarti kombinasi 
keseluruhan. Sedangkan hukum merupakan semua aturan yang mengandung 
                                                          
12 Ahmad Hidir, “Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan 
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4: 01 (2013), hlm. 
15. 
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norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan 
manusia. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun 
atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing 
memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang 
saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam satu kesatuan 
proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.13  
Sistem hukum dibagi ke dalam tiga yaitu.14 Pertama, materi atau isi 
dari hukum atau undang (Legal Substance). Yaitu menganalisis materi 
undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lain. Analisis 
materi ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah materi yang ada dalam 
perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok 
yang diemban dari awal pembentukan peraturannya. Kedua, struktur hukum 
(Legal Structure) yaitu lembaga dan penegak hukum atau pelaksana dari 
perundang-undangan dengan menganalisis keberhasilan dan/ atau kegagalan 
pemberlakuan hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak 
hukum tersebut. Ketiga, fokus kajian budaya hukum (Legal Culture) yaitu 
masyarakat yang menjadi subjek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, 
gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan semacamnya. Misalnya 
bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bagaimana sosialisasi 
                                                          
13 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 
hlm. 104.   
 
14 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 
2010), hlm. 195. 
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hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa saja yang menyebabkan 
masyarakat  tidak mengetahui hukum dan sejenisnya. 
a. Kajian materi hukum (legal Substance) 
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
sebagai dasar pelaksanaan program KKBPK. Arah kebijakan 
pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN 
diberi mandat untuk mensukseskan agenda pembangunan 
nasional (Nawacita). Khususnya agenda prioritas ke-3 
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara kesatuan”. Agenda 
prioritas ke-5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. 
Agenda prioritas ke-8 “Revolusi karakter bangsa” melalui 
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.15 
b. Penegak hukum (legal Structure) 
Legal structure yaitu analisis yang menekan pada aparat 
dan badan yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Misalnya 
menganalisis keberhasilan dan atau kegagalan pemberlakuan 
lebih ditekankan pada analisis peran aparat dan badan, seperti 
polisi, jaksa, hakim, advokat, pengacara dan semacamnya. 
Misalnya menganalisis bagaimana peran hakim dalam 
pemberlakuan hukum. Demikian juga dapat dipertanyakan 
                                                          
15 BKKBN, Petunjuk Teknis Kampung KB, 2016, hlm. 2. 
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bagaimana peran jaksa atau polisi terhadap kegagalan 
pemberlakuan hukum.16 
c. Budaya Hukum (Legal Culture)  
Legal Culture dipergunakan untuk menganalisis budaya 
hukum masyarakat. Misalnya bagaimana pengetahuan 
masyarakat terhadap hukum, bagaimana sosialisasi hukum 
sehingga masyarakat mengetahuinya, apa yang menyebabkan 
masyarakat tidak mengetahui hukum dan sejenisnya. 
Pengambilan hukum dalam Islam berasal dari nash yaitu al-Qur’an 
dan hadis. Al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama yang harus 
dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam 
masyarakat Islam. Al-Qur’an merupakan sumber hukum yang tetinggi, 
karena setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur’an oleh kalangan muslim 
dipahami secara decisive (sudah diputuskan dengan pasti) dan tidak 
meragukan.17 Dengan permasalahan yang berhubungan dengan sebuah 
perencanaan keluarga, dalam Islam disinggung di dalam firman Allah yang 
berbunyi: 
ارهش نوثلاث هلصفو هلمحو اهرك هتعضوو اهرك همأ هتلمح اناسحا هيدلاوب ناسنلاا انيصوو18. 
                                                          
16 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 
2010), hlm. 196. 
 
17 Abdul Wahab Khalaf, alih bahasa, Masdar Helmy, Ilmu Ushulul Fiqh, Cet. Ke-1 
(Gema Risalah Press), hlm. 40. 
 
18 Al-Ahqaf (46): 15. 
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Ayat di atas tersebut al-Qur’an telah mengajarkan sebuah jarak 
kelahiran anak pertama dengan anak-anak selanjutnya yang berkisar antara 
30-34 bulan lamanya dalam menyempurnakan susuannya. 
تادلاولاو نهدلاوأ نعضري ةعاضرلا متي نأ درأ نمل نيلماك نيلوح…19   
Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui 
anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak. Dua 
tahun batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Kewajiban menyusui 
ada pada ibu, bukan pada orang lain. Menyusukan anak kepada orang lain 
hanya boleh dilakukan bila ibu tidak mampu melakukannya.  Air susu ibu 
adalah makanan alami bagi bayi, karena Air susu ibu dapat bertambah 
banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Menyusui anak akan 
bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal 
tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum 
melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang 
untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. 
Firman Allah SWT: 
.اديدس لاوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلاو20 
Dengan tegas ayat diatas memberikan peringatan kepada kita bahwa, 
jangan sampai kita berketurunan lemah, atau kita diperingatkan, awas-awas 
jangan sampai keturunan kita itu lebih lemah dari kita. Diantara faktor 
                                                          
19 Al-Baqarah (2): 233. 
 
20 An-Nisa (4): 9. 
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pokok yang membawa keturunan itu lemah atau lebih lemah daripada kita 
sebagaimana kita ketahui ialah minusnya pembiayaan.21 
Adapun nash dari hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan 
seputar keluarga berencana adalah: 
سانلا نوفّفكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ كنإ22. 
Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa meninggalkan ahli waris 
dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Karena apabila meninggalkan 
ahli waris tersebut dalam keadaan kekurangan, hal itu akan dapat menjadi 
beban tanggungan bagi orang lain. Dengan kata lain, hadis ini memberikan 
petunjuk bahwa faktor kemampuan suami-istri untuk memenuhi kebutuhan 
anak-anaknya perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan 
dalam keluarga sehingga dapat menjadikan keluarga bahagia dan sejahtera. 
Berkaitan dengan mengembangkan keturunan dalam UU No. 52 
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 
Keluarga Pasal 1 ayat (8) telah disebutkan, yang bunyinya “Keluarga 
Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 
melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan 
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 
                                                          
21 Hudaf, Keluarga Berencana dalam Al-Quran dan Sunnah: Tanya Jawab, (Jakarta: 
Yayasan Kesejahteraan IAIN), hlm. 10. 
 
22 Al-Imam Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 
(Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2008), hlm. 489, hadis nomor 4409, “Kitab al-Magazi”. 
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 
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berkualitas.23 Dalam arti lain keluarga berencana adalah salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya keluarga yang ideal serta 
demi kemaslahatan negara ini yang tinggi akan angka kelahirannya. 
Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan 
timbulnya berbagai masalah, terutama di sektor ekonomi yang dapat 
berdampak pada persoalan agama, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu 
diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu 
tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan 
menjalankan program Keluarga Berencana. 
Pada tanggal 2 Februari 2016 Dusun Jasem Desa Srimulyo Kecamatan 
Piyungan Kabupaten Bantul ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta  sebagai kampung KB yang merupakan perwakilan Kabupaten 
Bantul.24 Program KKBPK membentuk sebuah terobosan yaitu “Program 
Kampung KB”. Program Kampung KB tersebut menjelaskan tentang 
kesejahteraan keluarga dilihat dari 3 aspek yaitu, ketahanan keluarga, 
peningkatan kualitas kependudukan, serta fungsi keluarga. 
Berikut adalah beberapa aturan yang berbentuk surat edaran terkait 
dengan diadakannya program kampung KB: 
1. Instruksi Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. 
                                                          
23 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (8). 
 
24 Wawancara dengan Ibu Riris Yanuarti, di kediamannya, tanggal 9 Desember 2018.  
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2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 
Januari 2016 dan Surat Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga 
Berencanaan Nasional Nomor 007/RC.300/B.1/2016 tentang 
pembentukan dan pencanangan kampung keluarga berencana. 
Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya 
ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, tidak hanya 
berdimensi dalam lokal, akan tetapi juga internasional. Dalam konteks 
perkembangan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian 
khusus guna terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan. 
Upaya dalam penyelenggaraan KB dilakukan melalui peningkatan 
keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, kondisi 
perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Semua upaya tersebut disertai 
dengan komunikasi edukasi dan informasi (KIE).25 Guna menunjang 
pelaksanaan program keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan Dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai 
kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Daerah Provinsi, dan 
pemerintah Kabupaten/Kota, pelaksanaan KB, advokasi dan penggerakan, 
sarana dan prasarana Keluarga Berencana serta peran masyarakat. 
                                                          
25 Sukawati Abu Bakar, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, (Jakarta: PT 
Raja Grapindo, 2011), hlm. 162. 
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Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya 
pengendalian kelahiran semata. Akan tetapi juga membangun kesadaran 
setiap keluarga agar memiliki perhatian dan dukungan terhadap persoalan 
sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar 
kehidupan keluarga menjadi sejahtera. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach), 
dikarenakan data-data yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini 
diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan.26 Penyusun berusaha 
untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa data berdasarkan pokok 
masalah yang digunakan sehingga mampu menjawab pokok masalah. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan 
secara sistematis tentang pelaksanaan program KKBPK di Dusun 
Jasem dan menganalisis dengan teori yang ada.27 Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan terkait peran program KKBPK demi 
mencapai tujuan perkawinan Islam. 
 
                                                          
26 Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan 
Langkah Pelaksana, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52. 
 
27 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
Semesta, 2003), hlm. 7. 
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3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis, yaitu mendekati 
masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan tentang program KKBPK. Pendekatan normatif yaitu suatu 
pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan 
menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-
Qur’an dan Hadis Nabi.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
1. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari 
mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam 
skripsi ini adalah: 
a. Data Primer 
Berdasarkan pada fokus kajian penelitian yaitu terkait peran 
program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam, 
maka berasal langsung dengan responden utama BKKBN, 
PLKB, Kader KB, serta masyarakat Dusun Jasem. Memperoleh 
datanya dengan melakukan wawancara mendalam dengan 
pertanyaan terbuka, sehingga terjadinya percakapan secara 
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langsung antara penulis dan narasumber atau informan dengan 
mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan. 
b. Data sekunder  
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, literatur-literatur 
atau karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen 
lain yang dapat menunjang dan mendukung kajian penelitian ini, 
yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer. 
2. Observasi 
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau 
menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan 
teknik observasi. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik 
pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab 
pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengar suatu 
objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari yang diamati.28 
3. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi  
dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemis 
berdasarkan pada pokok permasalahan.29 Dalam hal ini penyusun 
                                                          
28 Ibid, hlm. 384.  
 
 29 Arif Subyantoro,  Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 
97. 
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lakukan agar langsung mengetahui dan secara terbuka dengan para 
pihak yang bersangkutan. 
4. Kepustakaan 
Peneliti melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku, 
skripsi, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi yang 
sedang disusun.  
5. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang 
tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber 
data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang 
orang atau sekelompok orang, peristtiwa, atau kejadian dalam situasi 
sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber 
informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu berbentuk teks 
tertulis, gambar, maupun foto.30 
5. Analisis Data 
Teknik dalam memperoleh data dilakukan secara kualitatif, yakni 
permasalahan yang berdasarkan data yang fakta terjadi di lapangan, 
kemudian penyusun menganalisis dan mengelolahnya.31 Sehingga akan 
                                                          
30 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, 
(Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 391.  
 
31 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 
Mandar Maju, 1995), hlm. 99. 
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diperoleh suatu kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang 
dibahas. 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dan memahami isi dari pada penyusunan skripsi 
ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan  sebagai berikut: 
Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatar 
belakangi masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari  rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian 
yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini sebagai 
acuan dari pada pedoman penyusunan skripsi. 
Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum program KKBPK dan tujuan 
perkawinan Islam. Rincian pembahasan program KKBPK dimulai dengan 
pengertian program KKBPK, peraturan pelaksanaan program KKBPK, serta 
pelaksanaan program KKBPK. Rincian tujuan perkawinan Islam meliputi 
penjelasan memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah, 
reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan 
ibadah. Penyusunan bab ini sebagai konseptualisasi atau landasan teori 
keilmuan tentang kajian program KKBPK dan tujuan perkawinan Islam 
pada umumnya. 
Bab ketiga, membahas tentang potret umum lokasi dan subjek 
penelitian, dalam subnya membahas deskripsi lokasi penelitian, dasar 
hukum dan program KKBPK, pelaksanaan program KKBPK di Dusun 
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Jasem Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Serta 
perkembangan dusun Jasem setelah dibentuk menjadi kampung KB. 
Penyusunan bab ini sebagai metode dari penelitian yang penyusun bahas 
sehingga tepat jika sub-sub tersebut berada pada bab ini. 
Bab keempat, pada bab ini membahas tentang analisis peran program 
KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam, dalam subnya mebahas 
efektivitas pelaksanaan program KKBPK serta peran program KKBPK 
dalam mencapai tujuan perkawinan Islam dan analisis penulis. Penyusunan 
bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang terdiri dari deskripsi dan 
analisis yang merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian. Yaitu 
dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. 
Bab kelima, merupakan bagian terkahir dari penelitian ini yang 
merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Meliputi 
kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran yang 
dikemukakan penyusun. Sehingga penyusunan sub-sub ini tepat pada bab 
ini.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada dua point yang 
bisa disimpulkan mengenai efektivitas pelaksanaan program KKBPK di 
Dusun Jasem Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan 
peran program KKBPK dalam mencapai tujuan perkawinan Islam yaitu: 
1. Program KKBPK di Dusun Jasem secara umum sudah efektif dan 
sudah terlaksana serta sesuai dengan Undang-Undang nomor 52 tahun 
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga. Namun, ada beberapa program yang belum maksimal 
seperti pengembangan seni budaya hadroh dan pengadaan alat qosidah 
dikarenakan adanya kendala biaya untuk menyewa pelatih dari luar 
dan pembuatan akses internet terkendala karena kesalahan teknis 
(susah signal). 
2. Sejauh ini kegiatan program KKBPK membawa respon positif 
terhadap masyarakat Dusun Jasem. Terutama dalam hal membangun 
keluarga, dengan adanya program KKBPK tersebut dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam. Contohnya dalam 
membangun keluarga, yaitu dengan memberikan bimbingan dan 
arahan terhadap masyarakat Jasem tentang cara mendidik anak dengan 
baik, serta dapat membantu calon pasangan suami istri dalam 
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mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 
bertanggung jawab terhadap usia ideal perkawinan, usia ideal 
melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan 
penyuluhan kesehatan reproduksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan program KKBPK sejalan dengan tujuan 
perkawinan dalam Islam. Dengan adanya kegiatan program KKBPK 
tersebut dapat meminimalisir pernikahan usia dini, hamil di luar nikah 
dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa 
rahmah. 
 
B. Saran 
1. Hendaknya para penyuluh KB lebih mendalami isi materi program 
KKBPK dalam mensosialisasikan program tersebut kepada 
masyarakat, karena masih banyak di dalam masyarakat yang belum 
familiar tentang program KKBPK tersebut. 
2. Program KKPBK merupakan peraturan baru BKKBN dalam bidang 
pengendalian penduduk dan pengembangan keluarga. Program ini 
hanya berjalan bagi dusun yang sudah dijadikan sebagai Kampung 
KB, Sehingga dirasa perlu program tersebut diterapkan untuk daerah 
lainnya walaupun tidak kampung KB dikarenakan manfaat dan guna 
program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. 
3. Tentunya penelitian ini masih perlu dikembangkan dan dilihat dari 
berbagai sudut dan pendekatan. Pendekatan penelitian ini masih 
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bersifat yuridis normatif, sehingga perlu dikembangkan dengan 
menggunakan pendekatan yang lainnya seperti, pendekatan sosiologis 
atau antropologis. 
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LAMPIRAN  
TERJEMAHAN 
Hlm Ft Ayat Al-
Qur’an dan 
hadis  
Terjemah 
   Bab I 
4 5 QS. Al-Ahqaf 
(46): 15. 
Kami perintahkan kepada manusia supaya 
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, 
ibunya mengadungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah pula. 
Mengandungnya sampai menyapinyahnya 
adalah tiga puluh bulan. 
5 8 Hadis 
Diriwayatkan 
oleh Bukhari 
dan Muslim. 
sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan 
ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari 
pada meninggalkan mereka menjadi beban atau 
tanggungan orang banyak. 
14 19 QS. Al-Baqarah 
(2): 233. 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. 
14 20 QS. An-Nisa 
(4): 9. 
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang 
yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan 
yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan 
tutur kata yang benar. 
44 28 QS. Al-Baqarah 
(2): 230. 
 
Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah 
talak yang kedua), maka perempuan itu tidak 
halal baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain.  
   Bab II 
44 30 QS. Al-Baqarah 
(2): 221. 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 
musyrik sebelum mereka beriman. 
49 42 QS. Al-Rum 
(30): 21. 
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
dia menciptakan untukmu istri-istri dar jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
  
berpikir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
49 43 QS. An-Nahl 
(16): 72. 
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis 
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-
istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezeki dari yang baik-baik. 
50 45 QS. Al-Baqarah 
(2): 223. 
Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu 
bercocok tanam, maka datangilah tempat 
bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 
kehendaki. 
51 46 QS. An-Nisa 
(4): 24. 
... Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-
perempuan selain yang telah disebutkan tadi 
dengan memberikan harta kalian untuk menikahi 
mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena 
kalian menikmati mereka, berikanlah mahar 
kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban 
kalian. 
52 48 Hadis yang 
diriwayatkan 
oleh Baihaqi 
Siapa menikah maka ia telah melaksanakan 
separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. 
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dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari 
Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam 
Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada 
ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke 
Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi`i 
mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama 
namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.2  
 
                                                          
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abu_Zahra. Diakses pada tanggal 18 
Februari 2019. 
 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i. Diakses pada 
tanggal 18 Februari 2019. 
  
3. Imam Hanafi  
Beliau mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit bin 
Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan 
dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau 
digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena 
sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, 
berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. 
Mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Ayahnya (Tsabit) berasal 
dari keturunan Persia sedangkan kakeknya  (Zutha) berasal dari Kabul, 
Afganistan. Ketika Tsabit masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, 
kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama 
anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo’akan agar 
kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan 
doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun tak lama 
kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota 
Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun 
pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam 
rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan 
yang telah ia peroleh. Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar 
dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman 
yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (al-imam al-
a’zham) seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin 
sepanjang masa. Pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Manshur yang 
merupakan raja yang ke-2 Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Abu 
Hanifah dipanggil menghadapnya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), 
akan tetapi  Abu Hanifah memilih menolak permintaan raja tersebut, 
karena Abu Hanifah ingin menjauhi harta dan kedudukan dari raja, 
akhirnya beliau pun ditangkap, kemudian dijebloskan kedalam penjara dan 
wafat dalam penjara. Abu Hanifah wafat pada usia 70 tahun, tepatnya 
bulan Rajab pada tahun 150 H, dan banyak orang yang datang untuk 
menshalatkannya.3 
  
                                                          
3 Mutiara Public, Biografi Imam Abu Hanifah, Pendiri Madzhab Hanafi, 
http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah-
pendiri-madzhab-hanafi/, diakses 18 Februari 2019. 
 
  
PETA DUSUN JASEM DESA SRIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN 
KABUPATEN BANTUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Kampung KB Dusun Jasem Desa 
Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul 
1. Apa yang anda ketahui tentang program KB? 
2. Apa saja program KKBPK? 
3. Bagaimana pelaksanaan program-program KKBPK? 
4. Apa saja manfaat program KKBPK? 
5. Bagaimana perkembangan dusun jasem sebelum dan setelah adanya 
program KKBPK? 
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